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Klausula baku merupakan hal yang lazim digunakan dalam dunia usaha, biasanya klausula baku dibuat
secara sepihak dan telah ditentukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha sehingga konsumen yang ingin
memanfaatkan barang atau jasa tersebut hanya memiliki pilihan menyetujui atau tidak menyetujui hal yang
termuat dalam klausula tersebut atau dalam istilah disebut take it or leave it, penggunaan klasula baku
dibutuhkan dalam dunia bisnis karena bentuk transaksi seperti ini dinilai mempermudah dalam praktik
perdagangan, sewa menyewa, asuransi, jasa sektor keuangan dan berbagai bentuk hubungan hukum lainnya.
Namun kemudahan transaksi menggunakan klausula baku sering merugikan konsumen, seperti klausula
tambahan yang menyatakan bahwa konsumen harus setuju atau tunduk pada perubahan yang akan ada
dikemudian hari, perubahan tersebut tidak diketahui perihalnya bahkan dalam beberapa kasus seringnya
perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada konsumen, oleh karenanya konsumen merasa dirugikan.
Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan aturan tambahan dalam klausula baku tersebut
merupakan klausula yang dilarang dalam pasal 18 ayat 1 huruf (g), pelaku usaha yang memuat ketentuan
mengenai klausula tambahan dalam perjanjian baku tersebut dinyatakan batal demi hukum seperti yang
termuat dalam pasal 18 ayat (3) artinya perjanjian tersebut tidak mengikat. Selain itu klausula tambahan
tersebut merupakan pelanggaran penerapan asas itikad dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam penelitian ini diuraikan mengenai kasus dan putusan yang memuat klausula tambahan tersebut.
Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan analisis pendekatan undang-undang atau statute
approach. Hasil penelitian ini yakni klausula tambahan tersebut merupakan hal yang dilarang oleh undang-
undang perlindungan konsumen dan dinyatakan batal demi hukum seperti yang termuat dalam pasal 18.
Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen namun hal ini masih kurang melindungi konsumen karena putusan yang dikeluarkan oleh BPSK
tersebut tidak dapat dilaksanakan dan beberapa putusan dibatalkan oleh pengadilan, alternatif lainnya
konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum.
...... Standard contract is a common practice in business, it is a practice where the contract is made
unilaterally by the business actors so that the consumers would not have a choice but to agree with the
contract, or it iscommonly known with term "take it or leave it". The use of standard clause isimportant in
the business since it is considered to make trade and transaction easier, as well asleasing, insurance, and
financial sector services. However, standard clause often harms consumers, such as an additional clauses
where the consumers must agree and submit to changes that will occur in the future. In some cases, such
changes are not notified to consumers, therefore it inflicts afinancial loss to consumers. According to the
Consumer Protection Act of Indonesia, the additional rules in the standard clause are prohibited in article 18
(2) (9), business actors that contain provisions regarding additional clausesin the standard clause are
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declared null and void as contained in Article 18 (3) which means that the agreement is not binding. In
addition, the additional clause is also aviolation of the application of the Good Faith principleand itisa
tort.

In this research described the cases and decisions that contain these additional clauses. This research was
conducted by literature study with statute approach analysis. By this research, author draws a conclusion that
additional clause is something that is prohibited by Consumer Protection Art of Indonesia and declared null
and void asregulated in Article 18, and consumers who feel aggrieved can file alawsuit to the Consumer
Dispute Settlement Agency (BPSK). However, in practice the decision issued by the BPSK can not be
implemented and several decisions are canceled by the District Court. The alternative customers can take is
to submit alawsuit to the District Court with a lawsuit against the law or tort.



